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PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :180/ 773 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN SEMBAKO
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa persediaan sembako perlu diadakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menjaga
ketahanan pangan Daerah dan menekan dampak panic
buying serta sebagai upaya penanganan terhadap warga
terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam hal pemenuhan
kebutuhan pokok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Penyelenggaraan Persediaan
Sembako Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan

Keputusan Bupati Sidoarjo:

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



S

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12
Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor S
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Penyelenggaraan Persediaan Sembako Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

Persediaan sembako sebagaimana dimaksud diktum
kesatu, dengan anggaran sebesar
Rp. 8.769.550.000,00 (delapan miliar tujuh ratus
enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah).

Persediaan sembako di Kabupaten Sidoarjo sebanyak
57.709 paket untuk warga yang membutuhkan antara
lain yang terkonfirmasi positif Covid-19 dampak
Covid-19 dan korban bencana, yang akan disediakan
dan disalurkan oleh Perum Bulog Cabang Surabaya
Utara.

Pembiayaan persediaan sembako sebagaimana
dimaksud diktum kesatu, dibebankan pada Belanja
Tidak Terduga, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus
2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021




